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ABSTRACT. Food safety in Indonesia is still far from safe, we often see food poisoning incidents that occur a 
lot nowadays. In general, this often results in consumers being in a weak and disadvantaged position, so there is 
a need for regulations that can bridge the interests of business actors and the interests of consumers without 
harming either party. Forms of responsibility of a business actor towards consumers in the legal order in 
Indonesia Civil liability based on legal events can be divided into two, namely: liability based on fault, namely 
liability that can arise due to breaches of contract or unlawful acts, whether caused by careless actions or 
intentional actions. Responsibility based on risk is the responsibility that must be borne by a business actor for 
his business activities which cause losses to consumers. 
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ABSTRAK. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa 
keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Konsumen pada umunya tidak jarang hal tersebut 
mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang 
dapat menjembatani kepentingan pelaku  usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu 
pihak.Bentuk tanggung jawab seorang pelaku usaha kepada konsumen pada tatanan hukum di Indonesia adalah 
Tanggung jawab secara perdata berdasarkan peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertanggung 
jawaban atas dasar kesalahan yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi atau 
perbuatan melawan hukum baik yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena 
kesengajaan. Pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang 
pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang menerbitkan kerugian terhadap konsumen. 
 
Kata Kunci : Keamanan, Tanggungjawab, Konsumen, Pangan 
 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi hanya pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau 

jasa yang mempunyai daya saing tinggi dan memenangkan persaingan usaha. Di sisi lain 

perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu 

menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Lebih-lebih keadaan konsumen 

yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen 

berada di pihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Produsen sebagai pelaku usaha 

mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang 

sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena 

itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, 

yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan 

yang berlaku di kalangan dunia usaha.1  

                                                             
1 Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
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Etika bisnis  merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip 

business is business, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip 

bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku usaha harus bekerja keras untuk 

menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara 

keseluruhan. Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan 

menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional 

secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggungjawab atas 

pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, 

kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika 

bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha 

untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 angka 1) berarti 

bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam 

berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik 

yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku 

sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnnya 

di bidang usaha.  

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat 

teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal salah satunya 

adalah pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan 

pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang yang sesuai kebutuhan dan diminati 

oleh masyarakat namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat 

dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan terhadap konsumen juga belum optimal.  

Faktor internal dari konsumen itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai 

produk yang akan dikonsumsi terutama masalah pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat tersebut. Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan 

pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya 

kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan 

masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, 

namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa 

mendapatkan keuntungan yang banyak. Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus 

bertanggung jawab atas semua kelasalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau 
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pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan 

bahkan mungkin kematian.  

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat 

peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Konsumen pada umunya tidak 

jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan 

dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku  usaha 

dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.2  

Berdasarkan penjelasan di atas perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen. 

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan dimana bagi Satjipto Rahardjo, “perlindungan 

hukum merupakan usaha untuk mengintegrasikan beragam kebutuhan dalam asosiasi agar 

tidak terjadi benturan antarkebutuhan dan bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.” (Nola l, 2016: 40) Ha ll ini menginga lt posisi situs ya lng memiliki nila li historis, 

pendidika ln ma lupun budalya l palda l sa ltu sisi da ln nila li ekonomis disisi la linnya l.3 

Sa lnga lt penting ba lgi konsumen ya lng menikma lti produk untuk dikonsumsinya l, ka lrenal 

menya lngkut da lri kesehaltaln tubuhnya l. Sebalgia ln pelalku usa lha l da lla lm mela lkuka ln kegia lta lnnya l 

seringka lli menga lba lika ln kepentinga ln konsumen. Menginga lt posisi tersebut konsumen sering 

“terpa lksa l” menerima l sua ltu balralng/ja lsa l, wallalupun tida lk sesuali denga ln kebutuha ln. Kondisi 

demikia ln da lpa lt menga lkiba ltka ln keduduka ln pela lku usa lha l da ln konsumen menja ldi tida lk 

seimba lng ya lng terla lmpa lu sering merugika ln keduduka ln konsumen.4 

 

LA LTALR BELALKALNG 

Sualtu perkemba lnga ln balru da lla lm ma lsya lra lkalt seka lra lng ini, khususnya l di Indonesia l, 

denga ln ma lkin meningka ltnya l perha ltia ln terha lda lp ma lsalla lh Perlindunga ln Konsumen bersa lma la ln 

denga ln a lda lnya l Unda lng-Unda lng Nomor 8 Ta lhun 1999 tenta lng Perlindunga ln Konsumen. 

ALpa lbila l di malsa l la llu piha lk pela lku usa lha l dipa lnda lng seba lga li sua ltu ba lda ln yalng sa lnga lt berja lsa l 

da lla lm perkemba lnga ln perekonomia ln nega lra l menda lpalt perha ltia ln lebih besa lr, ma lka l sa la lt ini 

perlindunga ln terha lda lp konsumen lebih menda lpalt perha ltia ln sesua li denga ln ma lkin 
                                                             
2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,hlm 
170 
3 Puluhulalwa l, Jufryalnto, Mellisal Towaldi, a lnd Vifi Swa lria lnaltal. "Perlindunga ln Hukum Situs 
Ba lwalh ALir Lealto/Jalpalnese Calrgo Wreck." Reformalsi Hukum 24.2 (2020): 189-208. 
4 Haltu, Mohalmald ALkba lr R., Weny A Llmoralvid Dunggal, alnd Walode Mustika l. "Perlindungaln 
Hukum Terha ldalp Konsumen Terka lit Penjualla ln Ma lkalnaln Daln Minuma ln Da llalm Kemalsaln 
Kalda llualrsal." Jurnall Ilmu Sosia ll, Humalniora l da ln Seni 1.2 (2023): 359-365. 
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meningka ltnya l perlindunga ln terha lda lp ha lk alsa lsi ma lnusia l. Piha lk konsumen dipa lnda lng lebih 

lema lh hukum, ma lka l perlu menda lpa lt perlindunga ln lebih besa lr di ba lnding ma lsa l-ma lsal yalng 

la llu.5  

Menurut hukum perda lta l, setia lp tuntuta ln perta lnggung ja lwa lba ln ha lrus mempunya li 

da lsalr, yalitu ha ll ya lng menyeba lbka ln timbulnya l ha lk hukum seseora lng untuk menuntut ora lng 

la lin seka lligus berupal ha ll ya lng mela lhirka ln kewaljibaln hukum ora lng la lin itu untuk memberi 

perta lnggung ja lwa lba lnnya l. Perta lnggung ja lwa lba ln da lla lm ka ljia ln hukum perda lta l a lda l dua l ya litu 

kesa lla lha ln da ln risiko. Seseora lng wa ljib berta lnggung ja lwa lb (a lta lu la lhir kewa ljiba ln berta lnggung 

ja lwa lb) ka lrena l dia l bersa lla lh, ba lik berupa l kesa lla lha ln ma lupu kela lla lia ln. Inila lh yalng disebut 

denga ln ta lnggung ja lwa lb a ltals dalsa lr kesa lla lha ln. Kemudia ln, hukum perda lta l memungkinka ln 

seseora lng bertalnggung ja lwa lb buka ln ka lrena l dia l bersa lla lh, teta lpi ka lrena l dia l menga lmbil risiko 

da lla lm keduduka ln hukumnya l sedemikia ln rupa l ya lng mewa ljibka ln berta lnggung ja lwa lb, inila lh 

ya lng disebut denga ln ta lnggung ja lwa lb a lta ls da lsa lr risiko. Kedua l menimbulka ln a lkiba lt da ln 

konsekuensi ya lng ja luh berbeda l.  

Seca lra l teoritis perta lnggung ja lwa lba ln terka lit denga ln hubunga ln hukum ya lng timbul 

a lnta lra l piha lk ya lng menuntut perta lnggung jalwa lba ln denga ln pihalk yalng dituntut untuk 

berta lnggung ja lwa lb. Oleh ka lrena l itu berda lsa lrka ln jenis hubunga ln hukum a lta lu peristiwa l 

hukum ya lng alda l, ma lka l da lpa lt dibeda lka ln: perta lma l peta lnggung ja lwa lbaln a lta ls dalsa lr kesallalha ln 

a lda llalh ta lnggung ja lwa lb yalng dalpa lt la lhir ka lrena l terja ldinya l walnpresta lsi, timbulnya l perbua ltaln 

mela lwa ln hukum a lta lu kalrena l tinda lka ln ya lng kuralng ha lti-ha lti. Kedua l, perta lnggung ja lwa lba ln 

a lta ls da lsa lr risiko a lda lla lh ta lnggung ja lwa lb yalng halrus dipikul seba lga li risiko ya lng ha lrus dia lmbil 

oleh seora lng pelalku usa lha l altals kegia lta ln usa lha lnya l.6 

 

METODE PENELITIA LN 

Metode ya lng diguna lka ln da lla lm penelitialn ini dalla lh metode penelitia ln kua llitaltif. 

metode  penelitia ln ini da lpa lt diguna lka ln untuk meneliti orga lnisalsi, kelompok, da ln individu. 

Penelitia ln ini da lpa lt dila lkuka ln ba lik oleh tim peneliti, bebera lpa l oralng ma lupun sa ltu oralng sa lja l. 

Da lla lm kesempa lta ln ini peneliti mela lkuka lnnya l sendiri. Denga ln ka lta l la lin, pendeka lta ln kuallita ltif 

                                                             
5 Husni Sya lwalli daln Neni Sri Imalniwalti, Hukum Perlindungaln Konsumen, Ma lnda lr Ma lju, 
Ba lndung, 2000, ha ll. 43. 
6 Celina l Tri Siwi Kristiya lnti, Hukum Perlindungaln Konsumen, Ja lka lrta l: Sinalr Gralfikal, 2011,hlm 
170 
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ini memusa ltka ln perha ltia ln palda l prinsip-prinsip umum ya lng menda lsa lrka ln pa ldal perwujudaln 

sa ltua ln-sa ltua ln geja llal yalng a ldal da lla lm kehidupa ln ma lnusia l. 

1. Pendeka lta ln kua llita ltif 

Da lla lm penelitia ln ini penulis mengguna lka ln pendeka lta ln kua llitaltif, Pendeka ltaln 

kua llita ltif untuk penelitia ln ini berka lita ln denga ln penila lia ln subyektif da lri sikalp, 

penda lpa lt daln perilalku. Penelitia ln da lla lm situa lsi seperti itu a lda lla lh  fungsi da lri 

wa lwa lsa ln da ln kesa ln peneliti. Pendeka lta ln penelitia ln sema lcalm itu mengha lsilka ln ha lsil 

ba lik da lla lm bentuk non-kua lntita ltif a lta lu da lla lm bentuk ya lng tida lk dikena li a lna llisis 

kua lntita ltif ya lng keta lt. Umumnya l, teknik wa lwa lnca lra l kelompok fokus, teknik 

proyektif da ln wa lwa lnca lra l mendallalm diguna lka ln 

2. Metode Pengumpula ln Da lta l 

Penulis da lla lm penelitia ln ini a lda lla lh mengumpulka ln da lta l ya lng sesungguhnya l 

secalra l obyektif. Untuk mengumpulka ln da lta l ya lng diperluka ln da lla lm penelitia ln ini 

peneliti mengguna lka ln: 

1. Teknik Observalsi Disebut juga l denga ln penga lma lta ln, meliputi kegia lta ln pemua lta ln 

perha ltia ln terhalda lp sua ltu obyek denga ln mengguna lka ln seluruh indra l, ja ldi 

observa lsi dalpa lt dila lkuka ln mela llui penglihalta ln, penciuma ln, pendenga lra ln, 

peralba l da ln pengeca lp 

2. Teknik Walwa lncalra l ALda lla lh perca lka lpa ln a lnta lra l dua l ora lng a lta lu lebih da ln 

berla lngsung a lnta lra l pewa lwa lnca lra l (Interviewer) ya lng menga ljuka ln perta lnya laln 

da ln nalra lsumber (Interviewees) ya lng memberika ln ja lwa lba ln a lta ls perta lnya la ln itu. \ 

3. Teknik Studi Dokumenta lsi ALda lla lh mencalri da lta l mengena li ha ll-ha ll ya lng berupal 

ca lta lta ln, tra lnskip, buku, sura lt kalba lr, ma lja lla lh, a lgenda l daln seba lga linya l 

4. Teknik Penyebalraln Kuisioner ALda lla lh teknik pengumpula ln da lta l ya lng dila lkukaln 

denga ln calra l memberi sepera lngka lt perta lnya la ln tertulis kepa ldal responden untuk 

dija lwa lb.  

 

3. Teknik A Lna llisa l Da lta l 

1. Reduksi Da ltal  

Mereduksi da lta l beralrti meralngkum memilih ha ll-ha ll ya lng pokok, memfokuska ln 

pa ldal ha ll-ha ll ya lng penting, dicalri tema l da ln pola lnya l. 

2. Penya ljia ln Da ltal  
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Da llalm penelitia ln kuallita ltif, penya ljia ln dalta l bisa l dila lkuka ln da lla lm bentuk ura lialn 

singka lt, ba lga ln, hubunga ln a lnta lr ka ltegori, da ln sejenisnya l. 

3. Pena lrika lnKesimpula ln/Verifiksi  

Kesimpula ln a lwa ll ya lng dikemuka lka ln ma lsih bersifa lt sementa lra l da ln a lkaln 

beruba lh bilal tida lk ditemuka ln bukti-bukti ya lng kua lt ya lng mendukung pa ldal 

ta lha lp pengumpula ln da lta l berikutnya l. 

 

PEMBALHALSA LN 

Bentuk  Ta lnggung Ja lwa lb Pela lku Usa lha l  Ba lgi Konsumen Terha lda lp Kea lma lna ln Pa lnga ln 

Da lla lm ka lmus besa lr ba lha lsa l indonesia l, ta lnggung ja lwa lb (bera lrti menga lnggungg sega llal 

sesualtu kerugia ln yalng terja ldi a lkiba lt perbua lta lnya l a lta lu perbua lta ln ora lng la linya l ya lng bertinda lk 

untuk da ln a ltals alna lma lnya l. Denga ln demikia ln a lpa lbila l terja ldi sesua ltu, da lpa lt dia ljuka ln denga ln 

guga lta ln perda lta l dimuka l penga ldila ln oleh oralng ya lng dirugika ln. Lia lbility da lpalt pula l dia lrtika ln 

seba lga li kewa ljiba ln untuk memba lya lr ua lng alta lu mela lksa lna lka ln ja lsa l la lin; kewa ljiba ln paldal 

a lkhirnya l ha lrus dila lksa lna lka ln7 

Ta lnggungja lwa lb pela lku usa lha l a lta ls produk ya lng merugika ln konsumen merupa lka ln 

periha ll ya lng sa lnga lt penting da lla lm hukum perlindunga ln konsumen. Da lla lm ka lsus-ka lsus 

pelalngga lra ln yalng dila lkuka ln oleh pela lku usa lha l yalng da lpa lt merugika ln konsumen diperluka ln 

keha lti-ha ltia ln dallalm menga lna llisis sia lpal ya lng halrus berta lnggung jalwa lb da ln sebera lpa l ja luh 

ta lnggung ja lwa lb tersebut dibebalnka ln kepa lda l pihalk ya lng terka lit. Da ln kebalnya lka ln da lri ka lsus-

ka lsus ya lng alda l sa la lt ini, konsumen merupa lka ln ya lng palling ba lnya lk menga lla lmi kerugia ln yalng 

diseba lbka ln produk da lri pelalku usalha l itu sendiri. Bebera lpa l sumber forma ll hukum, seperti 

perunda lng-unda lnga ln daln perja lnjia ln di hukum keperda lta la ln sering memberika ln pemba lta lsa ln 

terha lda lp ta lnggung ja lwa lb ya lng dipikul oleh si pelalngga lr ha lk konsumen ya litu pela lku usa lha l. 

Disisi la lin, wa lla lupun konsumen ya lng sering dirugika ln oleh produk da lri pela lku usa lha l, tidalk 

perna lh henti mema lka li a lta lu mengguna lka ln produk da lri pela lku usa lha l denga ln a lla lsa ln ka lrenal 

kebutuhaln da lri konsumen. Kebutuha ln-kebutuha ln ini, khususnya l kebutuha ln ekonomi ya lng 

da lla lm perkemba lnga ln sa la lt ini sa lnga ltla lh mendesa lk. ALpa lla lgi da lla lm era l globa llisa lsi seka lra lng 

ini, ya lng dita lnda li denga ln a lda lnya l sa lling ketergalntunga ln a lnta lra l pela lku usa lha l da ln konsumen, 

                                                             
7 Ibralhim, A Lnggrialni, Nirwaln Junus, a lnd Sri Na lna lng Meiske Ka lmbal. "Talnggung Jalwalb PT. 
Galrudal Indonesia l Terha ldalp Kerugialn Kehilalnga ln A Ltalu Kerusalkaln Ba lralng Ba lgalsi Konsumen Di 
Ba lndalral Dja llalludin." Eksekusi: Jurna ll Ilmu Hukum da ln ALdministralsi Negalral 1.4 (2023): 143-
164. 



 
 

e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 211-224 
 

dima lna l pela lku usa lha l membutuhka ln konsumen demi menda lpa ltka ln la lba l a lta lu keuntunga ln, 

seda lngka ln konsumen memalka li a lta lu menggunalka ln produk da lri pela lku usa lhal dika lrena lka ln 

kebutuhaln.8 

Diliha lt da lri ka lca lma lta l hukum ba lhwalsa lnya l tinda lka ln ya lng dila lkuka ln oleh pela lku usa lhal 

suda lh mela lngga lr ha lk a lsa lsi ma lnusia l. Ha lk A Lsa lsi Ma lnusia l (HA LM) a lda lla lh ha lk a lla lmialh. Ha lk 

ya lng dimiliki da ln tida lk da lpalt dimiliki setia lp oralng dicalbut. Semual nega lra l da ln uma lt ma lnusial 

ha lrus bisa l menerima l ma lnusia l konsep ha lk a lsa lsi ma lnusia l, ya lng rumusa lnnya l telalh 

disempurnalka ln denga ln menga ldopsi berba lga li konsep bera lga lm keba lngsa la ln da ln a lga lma l.9 

Prinsip Ta lnggung Ja lwa lb Perlindunga ln Konsumen Prinsip ta lnggung ja lwa lb merupa lka ln 

periha ll ya lng sa lnga lt penting da lla lm ka ljia ln hukum perlindunga ln konsumen. Da lla lm ka lsus-

ka lsus pela lngga lra ln ha lk konsumen diperluka ln keha lti-ha ltia ln da lla lm menga lnallisis sia lpa l yalng 

ha lrus berta lnggung ja lwa lb da ln seberalpa l ja luh ta lnggung ja lwa lb da lpa lt dibeba lnka ln kepa lda l piha lk-

piha lk terka lit.10 

Prinsip ta lnggung ja lwa lb berdalsa lrka ln unsur kesalla lhaln (lialbility balsed on falult) 

Berda lsa lrka ln unsur kesalla lhaln (lialbility balsed on falult) a lda lla lh prinsip ya lng cukup umum 

berla lku da lla lm hukum pida lna l daln perdalta l. Da lla lm KUHPerda lta l, Pa lsa ll 1365, 1366, 1367 

prinsip ini dipega lng seca lra l teguh. Prinsip ini menya lta lka ln seseora lng ba lru da lpa lt diminta lkaln 

perta lnggung jalwa lba ln seca lra l hukum jika l a lda l unsur kesalla lha ln yalng dila lkuka lnnya l. Daln 

mengha lruska ln terpenuhinya l empalt unsur pokok, ya litu a l) a lda lnya l perbua lta ln; b) a lda lnya l unsur 

kesa lla lha ln; c) alda lnya l kerugia ln ya lng diderita l; d) a lda lnya l hubunga ln kalusa llita ls a lnta lra l kesa lla lha ln 

da ln kerugia ln. 

Seca lra l umum prinsip-prinsip ta lnggung ja lwa lb dalla lm hukum perlindunga ln konsumen da lpa lt 

dibedalka ln seba lga li berikut:  

a. Prinsip ta lnggung ja lwa lb berda lsa lrka ln unsur kesa lla lha ln/kela lla lia ln  

Ta lnggung ja lwa lb berdalsa lrka ln kesallalha ln/kela lla lia ln (negligence) a lda lla lh prinsip 

ta lnggung ja lwa lb ya lng bersifa lt subjektif, ya litu sua ltu ta lngya lgung ja lwa lb ya lng 

ditentuka ln oleh perila lku pelalku usa lha l.11 

                                                             
8 Shida lrta l, Hukum Perlindunga ln Konsumen Indonesia l, PT Gralsindo, Jalkalrtal, 2000, hall. 59 
9 Towaldi, Melissal. "The ALpplicaltion of Sha lrial Ma lqa lshis on the Protection of the Rights of 
Minority of Muslim Rohingya l in Regiona ll ALSEALN (Indonesial-Malla lysia l)." JILS 2 (2017): 43. 
10 9 Ibid, hlm 59. 
11 Inosentius Sa lmsul, Perlindungaln Konsumen, Kemungkina ln Penera lpaln Talnggung Ja lwalb 
Mutlalk, Ja lkalrtal: Universitals Indonesial, 2004, hlm 46. 
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Berda lsa lrka ln teori ini kela lla lia ln pela lku usa lha l yalng bera lkiba lt pa lda l munculnya l kerugia ln 

konsumen merupa lka ln fa lktor penentu a lda lnya l ha lk konsumen untuk menga ljuka ln guga lta ln ga lnti 

rugi kepa lda l pela lku usa lha l. Negligence ini da lpa lt dija ldika ln da lsa lr guga lta ln, ma lna lka llal memenuhi 

sya lra lt-sya lra lt sebalga li berikut:  

1. Sualtu tingka lh ya lng menimbulka ln kerugia ln, tida lk sesua li denga ln sikalp ha lti-ha lti 

ya lng norma ll.  

2. Ha lrus dibuktika ln ba lhwa l terguga lt la lla li da llalm kewa ljiba ln berha lti-ha lti terha ldalp 

pengguga lt.  

3. Perilalku tersebut merupalka ln penyeba lb nya ltal da lri kerugia ln ya lng timbul.12 

Jika l berbica lra l soa ll perta lnggungja lwalba ln hukum, ma lu tida lk ma lu, kital ha lrus berbica lral 

soall alda l tida lknya l sua ltu sualtu piha lk seba lga li alkiba lt (da lla lm ha ll hubunga ln konsumen-pela lku 

usa lhal) da lri pengguna laln, pema lnfa la lta ln, sertal pema lka lia ln oleh konsumen a lta ls balra lng daln/a ltalu 

ja lsa l yalng diha lsilka ln oleh pelalku usa lha l tertentu. Ta lnggung ja lwa lb produk a lda llalh ta lnggung 

ja lwa lb a ldalla lh ta lnggung ja lwa lb pa lra l produsen untuk produk ya lng tela lh diba lwa lnya l ke dalla lm 

pereda lra ln, ya lng menimbulka ln alta lu menyeba lbka ln kerugia ln.13 

ALda lpun ya lng dima lksud denga ln negligence a lda lla lh sua ltu perila lku ya lng tida lk sesua li 

denga ln sta lnda lr kela lkua ln (sta lndalrd of conduct ) ya lng diteta lpka ln oleh unda lng-unda lng demi 

perlindunga ln a lnggota l malsya lra lka lt terhalda lp risiko ya lng tida lk ra lsiona ll. ya lng dima lksudka ln 

disini a lda llalh alda lnya l perbua lta ln kuralng cerma lt, kura lng halti-ha lti. 

Prinsip ya lng cukup umum ini berla lku da lla lm hukum pida lna l da ln perda lta l. Da llalm Kita lb 

Unda lng-Unda lng Hukum Perda lta l khususnya l pa lsa ll 1365, 1366 da ln 1367 prinsip pa lda l ketigal 

pa lsall ini dipega lng seca lra l mutla lk ini menya lta lka ln, seseora lng dalpa lt diminta lka ln perta lnggung 

ja lwa lba ln seca lra l hukum jika l alda l unsur kesalla lhaln yalng dila lkuka lnnya l. Palsa ll 1365 KUHPdt 

ya lng bia lsa l disebut denga ln perbua lta ln mela lwa ln hukum mengha lruska ln terpenuhinya l empa lt 

unsur pokok ya litu:  

1) ALda lnya l perbua lta ln a lda llalh menga lndung pengertia ln berbua lt (a lktif) alta lu tida lk berbualt 

(pa lsif) sehingga l perbua lta ln itu bertenta lnga ln denga ln hukum, ba lik berupa l pela lngga lra ln 

                                                             
12 A Lhma ldi Miru, Hukum Perlindungaln Konsumen, Ja lkalrtal: Ralja lGralfindo Persa ldal, 2004, hlm 
148. 
13 A Lhma ld, Desia lnal, alnd Mutial Chera lwa lty Tha llib. "Talnggung Jalwalb Hukum Pela lku Usalha l 
Terha ldalp Pereda lra ln Kosmetik Yalng Tidalk Memiliki Izin Eda lr." Jurna ll Legallitals 12.2 (2019) 100-
109. 
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terha lda lp halk ora lng la lin, terha lda lp kewa ljiba ln sendiri, terha lda lp kesusila la ln, ma lupun 

terha lda lp kepa lnta lsa ln/kepa ltuta ln.  

2) ALda lnya l kesa lla lha ln a lda lla lh berupa l kesenga lja laln ma lupun kekura lng ha lti-ha ltia ln. 

Kesenga lja laln menunjukka ln a lda lnya l malksud a lta lu nia lt da lri pela lku usa lhal untuk 

menimbulka ln a lkiba lt tertentu. ALkiba lt itu dalpa lt diketalhui a lta lu da lpalt diduga l a lkaln 

terjaldi da ln denga ln sa lda lr mela lkuka ln perbua lta ln itu. Kekura lng ha lti-ha ltia ln 

mempersoa llka ln ma lsa lla lh kela lla lia ln, la lla li menga lmbil tinda lka ln ya lng sepa ltutnya l 

sehingga l timbul a lkiba lt yalng tida lk dikehenda lki.  

3) ALda lnya l kerugia ln ya lng diderita l dima lksud a lda lla lh kerugia ln ya lng berbentuk unsur rugi, 

bia lya l, da ln bunga l seba lga lima lna l ya lng diura lika ln sehubunga ln denga ln wa lnpresta lsi pa ldal 

perja lnjialn da ln kerugia ln sehubunga ln denga ln perbua lta ln mela lwa ln hukum.  

4) ALda lnya l hubunga ln ka lusa llita ls a lnta lra l kesallalha ln da ln kerugia ln ya lng dima lksud a lda lla lh 

kerugia ln yalng diderita l oleh korba ln perbua lta ln melalwa ln hukum itu a ldalla lh kerugia ln 

ya lng sema lta l-ma lta l timbul a lta lu lalhir ka lrena l terja ldinya l perbua lta ln mela lwa ln hukum 

ya lng dila lkuka ln oleh pela lku. Ini bera lrti ha lrus dibuktika ln ka lita ln a lntalra l kerugia ln da ln 

kesa lla lha ln pela lku palda l perbua lta ln mela lwa ln hukum.  

Sela lin itu fa lktor kesa lla lha ln a lta lu kela lla lia ln pela lku usa lha l, tuntuta ln galnti rugi tersebut da lpalt 

juga l dia ljuka ln denga ln bukti-bukti lalin ya litu:  

1. Piha lk terguga lt merupa lka ln pela lku usa lha l ya lng bena lr-benalr mempunya li kewa ljiba ln 

untuk mela lkuka ln tinda lka ln ya lng da lpa lt menghinda lri terja ldinya l kerugia ln 

konsumen.  

2. Pela lku usa lhal tida lk melalksa lna lka ln kewaljiba lnnya l untuk menja lmin kua llita ls produk 

sesuali denga ln sta lnda lr ya lng a lma ln untuk dikonsumsi a lta lu diguna lka ln  

3. Konsumen menderita l kerugia ln  

4. Kela lla lia ln pela lku usa lha l merupa lka ln fa lktor ya lng menga lkibaltkaln a lda lnya l kerugia ln 

ba lgi konsumen14 

b. Prinsip pra lduga l untuk sela llu berta lnggungja lwa lb (Presumption of libility)  

Prinsip ya lng menyalta lkaln terguga lt sela llu dia lngga lp berta lnggung ja lwalb sa lmpa li ia l da lpa lt 

membuktika ln, ba lhwal ial tida lk bersa lla lh, ja ldi beba ln pembuktia ln a lda l pa lda l terguga lt. 

Pembuktia ln sema lcalm ini lebih dikena ll denga ln sistem pembuktia ln terba llik. Unda lng-

Unda lng Perlindunga ln Konsumen rupa lnya l menga ldopsi sistem pembuktia ln ini, seba lga limalnal 

                                                             
14 Inosentius Sa lmsul, op.cit, hlm 47. 
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ditega lska ln da lla lm pa lsa ll 19, 22, 23 da ln 28. Dalsa lr pemikira ln da lri teori pembuktia ln terba llik ini 

a lda llalh seseoralng dia lngga lp bersa lla lh, sa lmpa li ya lng bersa lngkuta ln da lpalt membuktika ln 

seba lliknya l. Hall ini tentu bertenta lnga ln denga ln a lsa ls hukum pra lduga l tidalk bersa lla lh 

(presumption of innocence) yalng la lzim dikena ll da lla lm hukum. Na lmun, jika l ditera lpka ln da lla lm 

ka lsus konsumen a lka ln ta lmpa lk, a lsa ls demikia ln cukup releva ln. Jikal diguna lka ln teori ini, ma lkal 

ya lng berkewa ljibaln untuk membuktika ln kesa lla lha ln itu alda l dipiha lk pela lku usa lha l yalng diguga lt. 

Terguga lt ini ha lrus mengha ldirka ln bukti-bukti dirinya l tida lk bersa lla lh. Tentu sa lja l konsumen 

tida lk la llu bera lrti da lpa lt sekehenda lk ha lti menga ljuka ln guga lta ln.  

c. Prinsip pra lduga l untuk tida lk sela llu berta lnggung ja lwa lb (Presumption of 

nonlia lbility) 

Prinsip ini merupa lka ln keba llika ln da lri prinsip pra lduga l untuk sela llu berta lnggung ja lwa lb, di 

ma lna l terguga lt sela llu dia lngga lp tida lk bertalnggung ja lwa lb sa lmpa li dibuktika ln, ba lhwa l ia l 

bersa lla lh. Prinsip ini ha lnya l dikena ll da lla lm lingkup tra lnsa lksi konsumen ya lng sa lnga lt terba lta ls 

da ln pemba lta lsa ln demikia ln bia lsa lnya l seca lra l common sa lnse da lpa lt dibena lrka ln.15 ALka ln tetalpi 

prinsip ini tida lk la lgi ditera lpa lka ln seca lra l mutlalk da ln menga lra lh pa lda l prinsip ta lnggung jalwa lb 

denga ln pemba lta lsa ln ualng ga lnti rugi. 

d. Prinsip Ta lnggung Ja lwa lb Mutla lk (Strict Lialbility) 

Berka litaln dengaln lema lhnya l keduduka ln konsumen pengguga lt da llalm ha ll membuktikaln 

kesa lla lha ln a ltalupun negligence nya l pela lku usa lhal terguga lt kalrenal tida lk mempunya li 

pengeta lhua ln da ln salra lna l ya lng memua lskaln untuk itu, ma lka l da lla lm perkemba lnga lnnya l, 

penga ldila ln-penga ldila ln di A Lmerika l Serika lt menempuh ca lra l la lin untuk meminta l perta lnggung 

ja lwa lba ln da lri pelalku usa lhal, ya litu denga ln memperguna lka ln prinsip perta lnggung ja lwa lba ln 

mutla lk (strict lialbility) tersebut.  

Strict lia lbility a lda lla lh bentuk khusus da lri tort (perbua lta ln ma lla lwa ln hukum), ya litu 

prinsip perta lnggung ja lwa lbaln da lla lm perbua lta ln mela lwa ln hukum ya lng tida lk dida lsa lrka ln paldal 

kesa lla lha ln (seba lga limalna l tort umumnya l ), teta lpi prinsip ini mewa ljibka ln pela lku usa lha l 

la lngsung berta lnggung ja lwa lb alta ls kerugia ln yalng timbul ka lrena l perbua lta ln mela lwa ln hukum 

itu.  

Prinsip perta lnggung ja lwa lba ln mutla lk (strict lialbility) ini tida lk mempersoa llka ln la lgi 

mengena li a lda l a lta lu tida lk a ldalnya l kesalla lha ln, teta lpi pela lku usa lha l la lngsung berta lnggung ja lwalb 

                                                             
15 Shida lrta l, op.cit, hlm 62. 
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a lta ls kerugia ln ya lng ditimbulka ln oleh produknya l yalng calca lt, ka lrena l pela lku usa lhal ya lng kuralng 

ha lti-ha lti da ln ka lrenal pela lku usa lhal yalng halrus mencega lh kerugia ln itu.16 

Pa lda l taltal hukum ya lng a lda l di Indonesia l strict lia lbility seca lra l implisit da lpa lt ditemuka ln 

di da llalm KUHPerda lta l pa lda l palsa ll 1367. Pa lsa ll ini menga ltur tenta lng ta lnggung ja lwa lb 

seseora lng a ltals kerugia ln yalng diseba lbka ln oleh ba lra lng-ba lra lng ya lng bera lda l di ba lwa lh 

penga lwa lsa lnnya l,  

Pela lku usa lha l dia lngga lp ha lrus berta lnggung ja lwa lb a lpa lbila l tela lh timbul kerugia ln pa ldal 

konsumen ka lrenal mengonsumsi sua ltu produk da ln oleh ka lrenal itu pela lku usa lha l ha lrus 

mengga lnti kerugia ln itu. Seba lliknya l pela lku usa lha lla lh yalng ha lrus membuktika ln ba lhwa l dial 

tida lk bersa lla lh, ya litu ba lhwal dia l tela lh mela lkuka ln produksi denga ln bena lr ma lla lkuka ln la lngka lh-

la lngka lh pengalma lna ln ya lng waljib dia l la lksa lnalka ln.  

Prinsip ta lnggung ja lwa lb mutla lk da lla lm hukum perlindunga ln konsumen seca lra l umum 

diguna lka ln untuk “ menjera lt “ pela lku usa lha l, khususnya l produsen ba lralng, ya lng memalsa lrka ln 

produknya l yalng merugikaln konsumen. ALsa ls ta lnggung ja lwalb itu dikena ll denga ln na lmal 

product lia lbility. Menurut a lsa ls ini, produsen wa ljib berta lnggung ja lwa lb a lta ls kerugia ln yalng 

diderita l konsumen a lta ls pengguna la ln produk ya lng dipa lsa lrka lnnya l. 

Kea lma lna ln pa lnga ln merupa lka ln sa lla lh sa ltu falktor penting ya lng halrus diperha ltikaln 

da lla lm konsumsi seha lri-ha lri. Denga ln demikia ln, sesungguhnya l palnga ln sela lin ha lrus tersedia l 

da lla lm jumla lh ya lng cukup, ha lrgal ya lng terjalngka lu juga l ha lrus memenuhi persya lra lta ln la lin, 

ya litu seha lt, alma ln, da ln ha llall. Ja ldi sebelum pa lnga ln tersebut didistribusika ln ha lrus memenuhi 

persya lra ltaln kua llita ls, pena lmpila ln, da ln cita l ra lsa l, ma lka l terlebih da lhulu pa lnga ln tersebut ha lrus 

bena lr-bena lr a lma ln untuk dikonsumsi. A Lrtinya l, pa lnga ln tida lk boleh menga lndung balha ln 

berba lha lya l seperti cemalra ln pestisida l, loga lm bera lt, a lta lupun tercema lr oleh balha ln-ba lha ln yalng 

da lpa lt menggalnggu keperca lya laln a lta lupun keya lkina ln ma lsya lra lka lt misa llnya l tercema lr ba lhaln 

berba lha lya l.17 

Berda lsa lrka ln Pa lsa ll 1 a lya lt 5 Unda lng-Unda lng Nomor 18 Ta lhun 2012 Tenta lng Pa lnga ln 

menjelalskaln ba lhwa l: “Kea lma lna ln pa lnga ln alda lla lh kondisi da ln upa lya l ya lng diperluka ln untuk 

mencega lh pa lnga ln da lri kemungkina ln cema lra ln biologis, kimia l, da ln benda l la lin ya lng ya lng 

da lpa lt menggalnggu, merugika ln, da ln memba lha lya lka ln keseha lta ln ma lnusia l serta l tida lk 

bertenta lnga ln denga ln a lga lma l, keya lkina ln, da ln buda lya l malsya lra lka lt sehingga l alma ln untuk 

dikonsumsi”.  

                                                             
16 Ja lnus Sida lblok, op.cit, hlm 101. 
17 Ibid, hlm. 169 
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Kea lma lna ln pa lnga ln ya lng dikehenda lki da lri unda lng-unda lng palnga ln ini a lda lla lh sualtu 

la lngka lh untuk mencega lh pa lnga ln yalng berba lha lya l untuk keseha lta ln konsumen, menginga lt 

perekemba lnga ln teknologi pengola lha ln pa lnga ln di sa lla lh sa ltu sisi memba lwa l ha ll-ha ll positif 

seperti peningka lta ln mutu, perba lika ln sa lnitalsi, sta lnda lrisa lsi pengepa lka ln. A Lka ln teta lpi pa lda l sisi 

la lin teknologi pa lnga ln a lka ln menyeba lbka ln bebera lpal risiko tida lk a lma ln ba lgi ma lka lna ln yalng 

dikonsumsi, seperti za lt penga lwet ma lka lna ln a lta lu zalt-za lt kimia l lalin ya lng berba lha lya l untuk 

keseha ltaln. A Lga lr pa lnga ln ya lng alma ln tersedia l mema lda li ma lka l diperluka ln sistem pa lnga ln yalng 

ma lmpu memberika ln perlindunga ln terha ldalp ma lnusia l yalng mengkonsumsinya l, sa lla lh sa ltu 

bentuk perlindunga ln yalng dibua lt a lda lla lh undalngunda lng palnga ln.  

Pa lda l Unda lng-Unda lng Pa lnga ln ma lsa llalh kea lma lna ln pa lnga ln dialtur pa lda l Pa lsa ll 67 ya litu:  

1) Kealma lna ln pa lnga ln diselengga lra lka ln untuk menja lga l pa lnga ln tetalp a lma ln, higienis, 

bermutu, bergizi, da ln tida lk bertenta lnga ln denga ln a lga lma l, keya lkina ln, da ln buda lya l malsya lra lka lt.  

2) Kealma lnaln pa lnga ln dima lksudka ln untuk mencega lh kemungkina ln cema lra ln biologis, 

kimia l, da ln benda l la lin ya lng da lpa lt menggalnggu, merugika ln da ln memba lha lya lka ln keseha lta ln 

ma lnusia l.  

Berda lsa lrka ln Unda lng-Unda lng Pa lnga ln di a lta ls terliha lt jela ls ba lhwa l kealma lna ln pa lnga ln 

terka lit la lngsung denga ln kesehalta ln ma lnusia l, ya lng dalpa lt terja ldi seba lga li a lkiba lt cema lra ln. 

Sta lnda lr yalng ha lrus dipenuhi oleh pelalku usa lha l pa lnga ln menurut pa lsa ll 69 Unda lng-Unda lng 

Pa lnga ln alda lla lh: Penyelengga lra la ln kea lma lna ln pa lnga ln dila lkuka ln mela llui:  

a) Sa lnita lsi Pa lnga ln;  

b) Penga lturaln terha lda lp ba lha ln ta lmba lha ln pa lnga ln;  

c) Penga lturaln terha lda lp pa lnga ln produk rekalya lsa l genetik;  

d) Penga lturaln terha lda lp ira ldia lsi pa lnga ln;  

e) Penetalpa ln sta lnda lr kema lsa ln pa lnga ln;  

f) Pemberialn ja lmina ln kea lma lnaln pa lnga ln da ln mutu pa lnga ln; da ln  

g) Ja lmina ln produk hallall ba lgi ya lng dipersya lra ltka ln. 

Denga ln demikia ln da lpa lt pula l dika lta lka ln ba lhwa l ketentua ln tenta lng pa lsa ll 69 Undalng-

Unda lng Pa lnga ln yalng dila lngga lr oleh pela lku usalha l da lpa lt dihubungka ln denga ln pa lsa ll 1365 

KUHPerda lta l tenta lng perbua lta ln mela lwa ln hukum. Perbua lta ln pelalku usa lhal yalng tidalk sesua li 

denga ln sta lnda lr kea lma lna ln pa lnga ln menimbulka ln kerugia ln ba lgi konsumen ya lng 

mengkonsumsi produk pa lnga ln tersebut memba lha lya lka ln balgi keseha lta ln konsumen da lpa lt 

dika ltegorika ln seba lga li perbua lta ln mela lwa ln hukum. 

Ta lnggung ja lwa lb pela lku usa lha l terha lda lp konsumen tenta lng kea lma lna ln pa lnga ln a lda lla lh 

denga ln calra l mela lkukaln tuntuta ln terhalda lp pela lku usa lha l pa lnga ln yalng memproduksi da ln 



 
 

e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 211-224 
 

menjua ll pa lnga ln yalng berba lha lya l yalitu denga ln ca lra l membuktika ln kesa lla lha ln si pela lku usalhal 

denga ln prinsip ta lnggung ja lwa lb berda lsa lrka ln kesa lla lha ln a lta lu denga ln ca lral membeba lnka ln risiko 

kesa lla lha ln terha lda lp pela lku usa lhal denga ln menggunka ln prinsip ta lnggung ja lwa lb mutla lk. 

 

KESIMPULA LN 

Bentuk ta lnggung ja lwalb seora lng pela lku usalha l kepa lda l konsumen pa lda l ta lta lna ln hukum 

di Indonesia l a lda llalh Ta lnggung jalwa lb seca lra l perda lta l berda lsa lrka ln peristiwa l hukum da lpa lt 

dibedalka ln menja ldi dua l yalitu: perta lnggung ja lwa lba ln a lta ls da lsa lr kesa lla lha ln yalitu ta lnggung 

ja lwa lb ya lng da lpa lt la lhir ka lrenal terjaldinya l walnpresta lsi a lta lu perbualta ln mela lwa ln hukum ba lik 

ya lng diseba lbka ln ka lrenal perbualta ln yalng kuralng ha lti-ha lti a lta lu kalrena l kesenga lja la ln. 

Perta lnggung ja lwa lbaln a lta ls da lsa lr risiko a lda llalh ta lnggung jalwa lb yalng halrus dipikul oleh 

seora lng pela lku usalha l alta ls kegia lta ln usalha lnya l yalng menerbitka ln kerugia ln terha lda lp konsumen. 

Ta lnggung ja lwa lb pela lku usa lha l terha lda lp konsumen tenta lng kea lma lna ln pa lnga ln a lda lla lh 

denga ln calra l mela lkukaln tuntuta ln terhalda lp pela lku usa lha l pa lnga ln yalng memproduksi da ln 

menjua ll pa lnga ln yalng berba lha lya l yalitu denga ln ca lra l membuktika ln kesa lla lha ln si pela lku usalhal 

denga ln prinsip ta lnggung ja lwa lb berda lsa lrka ln kesa lla lha ln a lta lu denga ln ca lral membeba lnka ln risiko 

kesa lla lha ln terha lda lp pela lku usa lhal denga ln menggunka ln prinsip ta lnggung ja lwa lb mutla lk. 
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